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BUPATI KAPUAS  

 

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 

 

PERATURAN BUPATI KAPUAS 

 

NOMOR   22  TAHUN 2017 

 

TENTANG 

 

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN  

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KAPUAS 

TAHUN ANGGARAN  2016 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI KAPUAS, 
 

Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal  11 Peraturan Daerah 

Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 

2016 perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kapuas tentang 

Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 sebagai 

rincian lebih lanjut dari Pertanggungjawaban Pelaksanaan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah                                      

Tahun Anggaran 2016; 
 

  b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf  a  perlu menetapkan Peraturan  Bupati Kapuas 
tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 

Anggaran 2016. 
 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan 

Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang 
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor (9) Sebagai 

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 

1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 1820); 

 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentangPenyelenggaran 
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusidan 

Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 

Nomor 75,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3851); 

 

 
 

 

SALINAN 
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3. Undang-UndangNomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4286); 

 
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4355); 

 

5. Undang-Undang Nomor  15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor  66, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ; 

 
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun  2004  Nomor 104,  Tambahan  
Lembaran  Negara  Republik  Indonesia Nomor  4421) ; 

 

7. Undang-Undang Nomor  33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004  Nomor 126 

Tambahan Lembaran Negara  Republik Indonesia Nomor 4438); 
 

8. Undang-Undangan Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 

 

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Undang–Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015Nomor  58, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5679); 

 
10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang 

Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan 

Pemerintahan  Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4090); 

 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 55  Tahun  2005 tentang Dana 
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4575); 
 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 

Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia  Tahun 2005 Nomor 110, Tambahan Lembaran 

Negara Republik IndonesiaNomor 5155); 

 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4578 ); 
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14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman 
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal 

(Lembaran  Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, 

TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 
 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia  Tahun 2006 Nomor  25, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);  

 
16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 

Akuntansi Pemerintahan (Lembaran  Negara Republik Indonesia 

Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5165); 
 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011  
Nomor  59,  Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor  5219); 

 
18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272); 
 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 

tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171,  

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340); 

 
20. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesi Nomor 5533); 

 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak 
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6057); 

 

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keungan Daerah Sebagaiman telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan keuangan daerah; 

 

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia tahun 2015 Nomor 2036); 

 
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri 11 Tahun 2017 tentang 

Pedoman  Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang 

Pertanggungjawaban  Pelaksanaan Anggaran  Pendapatan dan 

Belanja  Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah  
tentang Penjabaran Pertanggunjawaban Pelaksanaan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia tahun 2017 Nomor 450); 
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25. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 7 Tahun 2015 
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah  Kabupaten 

Kapuas  Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten 

Kapuas Tahun   2015 Nomor  7); 
 

26. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 8 Tahun 2016  

tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah  
Kabupaten Kapuas  Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah 

Kabupaten Kapuas Tahun   2016Nomor  8); 

 
27. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 10 Tahun 2016 

tentang Pembentuakan dan Susunan Perangkat Daerah 

(Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2016 Nomor 10 

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 33); 
 

28. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 4 Tahun 2017  

tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas Tahun Anggaran 2016 

(Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2016  Nomor 4, 

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Nomor    ); 
 

29. Peraturan Bupati Kapuas Nomor  9 Tahun 2007 tentang 

Pedoman  Pengelolaan Keuangan. 
 

30. Peraturan Bupati Kapuas Nomor  37 Tahun 2015 tentang 

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

2016 (Berita Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2015 Nomor 37); 
 

31. Peraturan Bupati Kapuas Nomor  36 Tahun 2016 tentang 

Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Kabupaten Kapuas Tahun Anggaran 2016 (Berita 

Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2016 Nomor 36); 

 
32. Peraturan Bupati Kapuas Nomor 64 Tahun 2016 tentang 

Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata 

Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten 
Kapuas (Berita Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2016 Nomor 

64). 

 
MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan : PERATURAN  BUPATI     TENTANG PENJABARAN 

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN 
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  KABUPATEN KAPUAS  

TAHUN   ANGGARAN   2016. 

 
Pasal  1 

 

Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2016 terdiri atas 
 

1. Pendapatan. 

 
 a. Pendapatan Asli Daerah Rp.         85,832,949,196.87 

b. Dana  Perimbangan Rp.   1,386,674,189,652.00  

c. Lain-lain Pendapatan Daerah  Rp.      243,181,647,249.80  

 yang sah  
Jumlah Realisasi Pendapatan Rp.   1,715,688,786,098.67 

   

 



Hal. ……..5 

2. Belanja. 

 
a. Belanja Tidak Langsung 

  

1) Belanja Pegawai Rp.      653,880,816,659.00  
2) BelanjaBunga Rp.          3,275,547,341.00 

2) Belanja Hibah Rp.        26,629,407,140.00 

3) Belanja Bantuan Sosial Rp.          2,345,905,710.00 
4) Belanja Bagi hasil Rp.          2,443,251,954.00 

5) Belanja Bantuan Keuangan Rp.      232,669,640,280.00  

6) Belanja Tidak Terduga Rp.          1,126,992,100.00 
JumlahBelanja Tidak Rp.       922,371,561,184.00 

Langsung  

  

b. BelanjaLangsung 
 

1) Belanja Pegawai Rp.        48,405,135,991.42 

2) Belanja  Barang dan Jasa Rp.      258,027,268,493.82  
3) Belanja Modal Rp.      520,040,869,724.99  

 Jumlah Belanja Langsug   Rp.     826,473,274,210.23 

 Jumlah Belanja Rp.   1,748,844,835,394.23  
    

Surplus/(Defisit)  Rp.      (33,156,049,295.56) 

 
3. Pembiayaan. 

a. Penerimaan Rp.      248,730,564,484.57  

b. Pengeluaran  Rp.        11,269,200,000.00 

 Jumlah Pembiayaan Netto Rp.      237,461,364,484.57  

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp.      204,305,315,189.01 

 

Pasal  2 

 
Ringkasan Laporan realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 

tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Bupati  ini. 
 

Pasal  3 

 
Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 dirinci 

lebih lanjut kedalam Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran. 

 

Pasal  4 
 

Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 

tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Bupati  ini. 
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Pasal  5 
 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati 

ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kapuas. 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 Di tetapkan di Kuala Kapuas 

  pada tanggal   22  Agustus  2017 
 

              BUPATI KAPUAS, 

 

                        ttd 
 

 

          BEN BRAHIM S. BAHAT 

Diundangkan di Kuala Kapuas 

pada tanggal   22  Agustus  2017 
 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS, 

 
 

                                  ttd 

 

                          RIANOVA 
 

BERITA DAERAH KABUPATEN KAPUAS TAHUN 2017   NOMOR  : 22 

 
Salinan sesuai dengan aslinya 

KEPALA BAGIAN HUKUM, 

 
 

 

          KRISTOP, SH 
    Pembina Tingkat  I (IV/b) 

NIP. 19620315 199103 1 010 
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